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Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan peran humas yang digunakan oleh 
BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program Kependudukan 
Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK). Program KKBPK lahir 
untuk mengendalikan jumlah penduduk demi mewujudkan pertumbuhan 
penduduk yang seimbang dan sejahtera. Untuk mencapai tujuan tersebut, BKKBN 
Provinsi Riau menggunakan humas yang menjadi salah satu kunci keberhasilan 
dalam mensosialisaikan programnya. Melihat pentingnya program Keluarga 
Berencana untuk menghadapi bonus demografi mendatang, maka dari itu skripsi 
yang penulis buat berjudul “Peran Humas BKKBN Provinsi Riau dalam 
Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga (KKBPK)”. Terdapat rumusan dari masalah ini yakni 
Bagaimana peran humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisaikan program 
KKBPK. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif 
dengan menggunakan teori Dozier dan Broom.Informan primer dalam penelitian 
ini ialah bidang humas BKKBN Provinsi Riau. Pengumpulan data diperoleh 
berdasarkan hasil wawancara, observasi dan studi pustaka. Sedangkan untuk 
menganalisis data mengunakan metode analisis studi deskriptif yakni, 
mendeskripsikan data yang didapat melalui realita dan fenomena yang 
sebenarnya. Dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peran humas yang 
digunakan BKKBN Provinsi Riau hambatan dan tantangannya. Seiring dengan 
rumusan masalah yang terdapat pada penelitian skripsi ini, maka hasil penelitian 
menunjukkan bahwa peran humas dalam mensosialisasikan program KKBPK 
yang dilakukan humas BKKBN Provinsi Riau berdasarkan indikator-indikator 
dari teori yang digunakan secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Akan 
tetapi adapun faktor penghambat dan tantangan dalam mensosialisasikan program 
tersebut ialah kualitas dan kuantitas Sumber Daya manusia yang masih kurang 
dan masalah dana. 
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This research is conducted to explain the role of public relations of the BKKBN 
Riau in socializing the Population Development of Family Planning  Program 
(KKBPK). The KKBPK program was issued to control the population in order to 
realize balanced and prosperous population growth. To achieve this goal, BKKBN 
Riau Province uses public relations which is one of the keys to the success of 
socializing the program. Seeing the importance of the Family Planning program to 
deal with the upcoming demographic bonus, therefore the thesis is entitled "The 
Role of BKKBN Riau Province Public Relations in Socializing the Population 
Development of Family Planning  Program (KKBPK)". There is a formulation of 
this problem namely How is the role of BKKBN Riau Province public relations in 
socializing the KKBPK program. This study uses descriptive qualitative research 
methods using Dozier and Broom theory. The primary information in this study is 
the public relations of BKKBN Riau Province. Data are obtained based on the 
results of interviews, observations and literature studies. Meanwhile, to analyze 
the data, it uses descriptive study analysis method that is, describing the data 
obtained through reality and actual phenomena. This thesis aims to know the role 
of public relations of the BKKBN Riau including its obstacles and challenges. 
This thesis finds that the role of public relations in socializing the KKBPK 
program, based on indicators of the theory,has been vital. However, the inhibiting 
factors and challenges in socializing the program are the quality and quantity of 
human resources including funding problems. 
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A. Latar Belakang 
Di Negara Indonesia ada sebuah lembaga pemerintahan yang programnya 
fokus dalam bidang kependudukan dan keluarga. BKKBN (Badan Kependudukan 
Keluarga Berencana Nasional) adalah lembaga pemerintah non kementrian yang 
bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan 
keluarga sejahtera. 
Selain itu dalam rangka mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan 
keluarga berkualitas, arah kebijakan BKKBN salah satunya adalah 
mempromosikan kepada masyarakat umum tentang Program KKBPK 
(Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga). Program 
KKBPK lahir untuk mengendalikan jumlah penduduk demi mewujudkan 
pertumbuhan penduduk yang seimbang dan berkualitas. 
Program KKB (Kependudukan dan Keluarga Berencana) dicanangkan 
pemerintah secara nasional sejak tahun 1970, dalam perkembagannya terus 
mengalami pasang surut. Sayangnya, perhatian dan dukungan berbagai pihak 
terhadap program KKB jauh menurun sejak era reformasi. Walaupun belakangan 
terlihat mulai menggeliat. Ternyata lengahnya perhatian selama kurang lebih  satu 
dasawarsa harus dibayar mahal. Bukan hanya gaung KKB yang nyaris tak 
terdengar setelah sebelumnya gegap gempita, tetapi juga peningkatan LPP (Laju 
Pertumbuhan Penduduk) yang cukup mengejutkan setelah beberapa dasawarsa 
terus mengalami penurunan cukup signifikan. Bila LPP pada periode 1971 - 1980 
besarnya masih 2,31% pertahun dan pada periode 1980 - 1990 dapat diturunkan 
menjadi 1,98% dan dapat ditekan lagi menjadi 1,45% pada periode 1990 - 2000, 
maka pada periode 2000 - 2010 kembali naik menjadi 1,49%. Yang menyedihkan, 
kita yang banyak berharap terhadap kenaikan peserta KB aktif untuk menekan 
TFR (Total Fertility Rate) yaitu jumlah anak yang akan dipunyai seorang wanita 
selama masa reproduksinya per 1000 wanita, juga tidak memberikan hasil seperti 




kondisi stagnan. Ini dapat dilihat dari hasil SDKI (Survei Demografi dan 
Kesehatan Indonesia) 2002 - 2003, 2007 dan 2012. 
Meskipun program KKB telah diatur oleh UU No 52 Tahun 2009 tentang 
perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga dan ada juga PP No 
57 Tahun 2009 yang mengikutinya telah disahkan pemerintah, perhatian 
pemerintah kabupaten/kota terhadap program KKB belum sesuai harapan. Hal ini 
dikarenakan komitmen sebagian besar kepala daerah yang kurang mendukung 
pelaksanaan program KKB karena dianggap tidak terlalu banyak berpengaruh 
terhadap peningkatan APBD. Hal ini dapat dipahami karena program KKB adalah 
program sosial dasar yang baru dapat dirasakan manfaatnya 10 atau 20 tahun 
mendatang, keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah kabupaten/kota yang 
mengharuskan mereka menyusun skala prioritas dan untuk sementara 
mengesampingkan program KKB, keterbatasan sumber daya manusia baik secara 
kuantitas maupun kualitas, dan keterbatasan sarana prasarana pendukung 
kelancaran program, walaupun keterbatasan ini belakangan dapat diminimalisir 
dengan adanya DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang KB untuk penyediaan sarana 
prasarana program KKB sejak tahun 2008 lalu. 
Selain itu BKKBN memiliki hubungan yang erat dengan humas yang 
dalam aktivitas sehari-hari adalah menyelenggarakan komunikasi timbal balik 
(two way communications) antara perusahaan atau suatu lembaga dengan pihak 
publik yang bertujuan untuk menciptakan saling pengertian dan dukungan bagi 
tercapainya suatu tujuan tertentu. Kegiatan humas tersebut sangat erat 
hubungannya dengan pembentukan opini publik dan perubahan sikap dari 
masyarakat.
1
 Humas berkewajiban untuk memberikan informasi yang aktual, 
terutama informasi yang sedang berkembang di masyarakat. Hal ini dimaksudkan 
agar publik mampu menangkap informasi yang diberikan. 
Dalam proses mensosialisasikan program keluarga berencana kepada 
masyarakat yang dilakukan oleh humas BKKBN, bukanlah semata-mata hanya 
sebatas agar masyarakat tahu dan mengerti, akan tetapi lebih dari itu, humas 
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BKKBN harus lebih gencar mengadakan pendekatan-pendekatan persuasif 
sebagai langkah strategis untuk membangkitkan motivasi masyarakat agar 
dapatperpartisipasi dalam program keluarga berencana. 
Dari hal ini terlihat bahwa humas memiliki peranan penting untuk 
melaksanakan program, mengelola, dan mengembangkannya. Dalam 
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga maka upaya untuk 
mengatur kelahiran anak, jarak dan usia melahirkan, mengatur kehamilan melalui 
promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk 
mewujudkan keluarga yang berkualitas,  agar berjalan dengan optimal sehingga 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Riau bekerja ekstra dalam 
mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan 
Keluarga ini, termasuk dalam mempromosikan kepada mayarakat umum.  
Adapun peranan humas dapat terbagi dalam empat kategori menurut Teori 
Dozier & Broom adalah sebagai berikut:2 
1. Penasihat Ahli (Expert Prescriber) 
Seorang praktisi humas yang berpengalaman dan memiliki kemampuan 
tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah 
hubungan dengan publiknya. 
2. Fasilitator Komunikasi (Communication Facilitator) 
Dalam hal ini, praktisi humas bertindak sebagai komunikator atau 
mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa 
yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya.. 
3. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process Facilitator) 
Peranan praktisi humas dalam proses pemecahan masalah persoalan 
humas merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk 
membantu pemimpin organisasi baik sebagai penasihat hingga mengambi 
tindakan dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi.  
4. Teknisi Komunikasi (Communication Technician) 
Berbeda dengan tiga peran praktisi humas profesional sebelumnya yang 
terkait erat dengan fungsi dan peranan manajemen organisasi. Peran teknisi 
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komunikasi ini menjadikan praktisi humas sebagai journalist in resident yang 
hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan methode 
of communication in organization. 
Untuk itu, Humas BKKBN Rovinsi Riau harus berperan aktif dalam 
mensosialisasikan segala bentuk program Keluarga Berencana agar masyarakat 
mendapatkan pengertian tentang program Keluarga Berencana, sehingga 
masyarakat dapat berpartisipasi dalam setiap program KKBPK yang dilakukan 
oleh BKKBN. Maka dari itu jelaslah bahwa keberhasilan dari program KB tidak 
lepas dari partisipasi dan dukungan masyarakat sebagai objek dalam program KB. 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 
membahasnya dalam bentuk skripsi penelitian yang diberi judul “PERAN 
HUMAS BKKBN PROVINSI RIAU DALAM MENSOSIALISASIKAN 
PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN 
PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK)”. 
 
B. Penegasan Istilah 
Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memprediksi dan memahami 
kajian penelitian ini, perlu di tegaskan beberapa istilah-istilah yang dianggap 
penting dalam penelitian ini agar tidak keluar jalur yang akan di kaji penulis, 
yaitu: 
1. Peran Humas. 
Peran hubungan masyarakat sangat erat kaitannya dengan fungsi humas, yang 
menurut F. Rachmadi adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan 
baik antara lembaga/organisasi dengan publiknya, internal maupun eksternal 
dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan 
partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini publik) 
yang menguntungkan lembaga atau organisasi.
3
 
2. BKKBN. Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (dahulu 
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional), disingkat BKKBN, adalah 
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Lembaga Pemerintah Non Kementrian Indonesia yang bertugas 
melaksanakan tugas pemerintahan di bidang keluarga berencana dan keluarga 
sejahtera.4 
3. Sosialisasi Program BKKBN. 
Sosialisasi adalah proses belajar yang dilakukan seseorang individu untuk 
berbuat atau bertingkah laku berdasarkan patokan yang terdapat dan diakui 
dalam sebuah instansi pemerintahan maupun swasta. Jadi sosialisasi dalam 
penelitian ini adalah melihat seperti apa Peran Humas BKKBN Provinsi Riau 
dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan 
Pembangunan Keluarga (KKBPK). Tujuannya untuk membentuk keluarga 
kecil sesuai dengan kebutuhan sosial ekonomi suatu keluarga dengan cara 
pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan 
sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.Tujuan lain meliputi 
pengaturan kelahiran, pendewasaan usia perkawinan, peningkatan ketahanan 
dan kesejahteraan keluarga. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 
yaitu: Bagaimana peran humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan 
program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Tujuan yang ingin di capai dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu untuk 
mengetahui bagaimana peran humas BKKBN Provinsi Riau dalam 
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2. Manfaat  Penelitian 
a. Manfaat Akedemis  
1) Untuk menambah pengalaman penulis dan dapat menerapkan ilmu 
yang telah didapat dari perkuliahan bagi penulis. 
2) Sebagai aplikasi dari teori-teori yang penulis peroleh diperkuliahan 
membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. 
3) Bentuk sumbangsih pemikiran penulis, yang dapat dijadikan 
referensi bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi konsentrasi Public 
Relation. 
b. Kegunaan Praktis 
1) Sebagai referensi, bahan pertimbangan, dan masukan bagi BKKBN 
Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program Kependudukan 
Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga. 
2) Agar bisa menjadikan masukan bagi pihak-pihak yang berkompeten 
lainnya khususnya dalam meningkatkan kepuasan pelanggan. 
E. Sistematika Penulisan 
Untuk mengetahui sistematika Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab 
dengan uraian sebagai berikut: 
BAB I  Pendahuluan  
Bab ini membahas mengenai tahapan awal yang menjadi landasan dari 
keseluruhan isi skripsi, meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan 
Masalah,Tujuan dan Kegunaan Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
BAB II  Kajian Teori dan Kerangka Pikir 
Bab ini membahas tentang kajian teori, kajian terdahulu dan kerangka 
pikir. 
BAB III  Metode Penelitian 
Bab ini membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan 
waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, validasi data 





BAB IV  Gambaran Umum BKKBN Provinsi Riau 
Bab ini membahas sejarah BKKBN Provinsi Riau, khususnya deskripsi 
objek penelitian bagian Humas BKKBN, visi misi, struktur organisasi 
dan lain-lain dari BKKBN Provinsi Riau. 
BAB V  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
 Bab ini berisi tentang Peran Humas BKKBN dalam mensosialisasikan 
program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan 
Keluarga yang merupakan jawaban atau solusi dari permasalahan dalam 
penelitian ini. 
BAB VI  Penutup 
Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan yang diambil dari hasil 







KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR 
A. Kajian Teori 
Teori adalah serangkaian konsep, definisi dan persepsi yang saling berkaitan 
dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis tentang suatu 
fenomena pada umumnya. Penggunaan teori yang penting kiranya dalam 
menalaah suatu masalah atau fenomena yang terjadisehingga fenomena tersebut 
dapat diterangkan secara eksplisit dan sistematis. 
1. Konsep Peran Humas 
a. Definisi Peran 
Morisan, M.A. dalam bukunya Manajemen Public Relations menyatakan 
bahwa peran dan fungsi hubungan masyarakat dapat diwujudkan dalam program 
kegiatan humas yang telah dirancang sebelumnya dengan strategi yang tepat agar 
dapat berjalan dengan baik.
5
 
Secara sosiologis, peran adalah dinamisasi dari status atau penggunaan hak-
hak dan kewajiban, atau bisa juga disebut sebagai subjektif. Hal ini senada dengan 
pendapat Soekamto yang mengatakan bahwa peran adalah aspek dinamisasi dari 
kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya 
sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peran.
6
 
Peran dibagi menjadi tiga, yaitu peran aktif, peran partisipatif dan peran 
pasif. Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena 
kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivis kelompok, seperti pengurus, 
pejabat dan sebagainya. Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh 
anggota kelompok pada umumnya kepada kelompoknya, partisipasi anggota 
macam ini akan member sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu 
sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat 
pasif, di mana anggota kelompok menahan diri agar member kesempatan kepada 
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fungsi-fungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik. Dengan cara 
bersikap pasif, seseorang telah member sumbangan kepada terjadinya kemajuan 
dalam kelompok atau member sumbangan kepada kelompok agar tidak terjadi 
pertentangan dalam kelompok karena adanya peran-peran yag kontradiktif.
7
 
Peran juga mencakup tiga hal: (a) peran meliputi norma-norma yang 
dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, dengan 
demikian peran berfungsi membimbing seseorang dalam kehidupan 
bermasyarakat; (b) peran adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan 
oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi; (c) peran juga menyangkut 
perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.
8
 
Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pengertian peran 
terkandung makna, penyesuaian atau dinamisasi dari fungsi-fungsi yang melekat 
pada seseorang atau badan lembaga, yang di dalamnya terdapat wewenang, hak 
dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Peran mengandung hak dan kewajiban 
yang harus dijalankan seorang individu dalam bermasyarakat. Sebuah peran harus 
dijalankan sesuai dengan norma-norma yang berlaku juga di masyarakat. Seorang 
individu akan terlihat status sosialnya hanya dari peran yang dijalankan dalam 
kesehariannya. 
Soerjono Soekamto menyatakan bahwa terdapat empat macam peranan 
penting yang ada didalam masyarakat, yaitu: 
1. Sebuah peranan harus dilaksanakan apabila terdapat struktur masyarakat 
yang akan dipertahankan keberadaannya. 
2. Peranan hendaknya hanya diletakkan kepada pihak yang dianggap 
mampu untuk melaksanakannya. Sebaiknya berlatih terlebih dahulu 
untuk menumbuhkan kemampuan tersebut. 
3. Terkadang didalam masyarakat ditemui pemegang peran yang tidak 
mampu melaksanakan sebuah peran karena pelaksanaan peran tersebut 
terlalu banyak mengorbankan kepentingan - kepentingan pribadi. 
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4. Apabila semua yang memegang peran mampu melaksanakan perannya, 
belum tentu masyarakat dapat dengan leluasa memberikan peluang 




b. Konsep Humas 
Banyak ahli yang berpendapat bahwa penerjemahan istilah public relations 
menjadi hubungan masyarakat adalah kurang tepat. Pandangan tersebut 
didasarkan pada alasan, sebagai berikut. Public atau biasa ditulis publik atau 
khalayak, tidak sama dengan masyarakat atau society. Pengertian masyarakat 
(society) menurut JBAF Mayor Polak dalam Sosiologi, adalah wadah seluruh 
antar hubungan sosial dengan seluruh jaringannya dalam arti umum, tanpa 
menentukan suatu batas tertentu.
10
 
Sedangkan pengertian public dapat ditinjau dari dua segi, menurut J. Handly 
Wright and Byron H. Christian dari segi geografis dan psikologis, sesecara 
geografis public adalah sejumlah orang yang berkumpul bersama-sama di suatu 
tempat tertentu. Dari pengertian ini maka dikenal pembagian-pembagian publik 
(nasional, regional, lokal). Secara psikologis publik adalah orang-orang atau 
sekelompok orang yang menaruh perhatian pada suatu kepentingan yang sama 
tanpa ada sangkut pautnya dengan tempat di mana mereka berada.dapat berupa 
kelompok kecil ataupun kelompok besar. Individu-individu disini biasanya 
mempunyai solidaritas terhadap kelompoknya, walaupun tidak terikat oleh 
struktur yang nyata, tidak berada dalam suatu tempat, ruangan dan tidak 
mempunyai hubungan langsung. 
Demikian pula dengan penerjemahan relations ke dalam hubungan, juga 
kurang tepat. Sebab pengertian relations di sini menggunakan “s” yang 
menunjukkan arti jamak. Istilah relations bagi public relations merupakan prinsip, 
karena dengan relations mengandung arti adanya hubungan timbal balik (two way 
communications). Kemudia relations yang dimaksud public relations dalam 
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praktek, selalu dalam pengertian yang positif, artinya bahwa relations diadakan 
dalam rangka memperoleh a sound and productive relations, baik dengan public 
tertentu maupun dengan masyarakat pada umumnya. 
Humas adalah fungsi manajemen dari sikap budi yang direncanakan dan 
dijalankan secara berkesinambungan, yang oleh organisasi-organisasi dan 
lembaga-lembaga umum atau pribadi yang dipergunakan untuk memperoleh dan 
membina saling pengertian, simpati dan dukungan dari mereka yang ada 
hubungan badan diduga akan ada kaitannya dengan organisasi tersebut, dengan 
cara menilai opini publik mereka, dengan tujuan sedapat mungkin 
menghubungkan kebijaksanaan dan ketatalaksanaan, guna mencapai kerja sama 
yang lebih produktif dan memenuhi kepentingan bersama yang lebih efisien, 
dengan kegiatan penerangan yang terancana dan tersebar luas.
11
 
c. Peran Humas 
Peran seorang humas adalah sebagai sarana untuk menjalin sebuah 
hubungan baik dan saling pengertiaan antara suatu lembaga atau organisasi 
terhadap publik atau khalayaknya. Namun tidak hanya itu saja, melainkan juga 
berbagai program-program dan upaya yang telah dikonsep oleh seorang humas 
melalui setiap cara berpikirnya berfungsi untuk mencapai cita-cita suatu lembaga 
atau perusahaan tersebut. Hal ini dikarenakan pekerjaan seorang humas 
merupakan ujung tombak perusahaan itu sendiri. Kelangsungan hidup suatu 
perusahaan terletak pada humas. Berbagai upaya seperti publikasi, sosialisasi, 
periklanan, menjalin hubungan baik dengan pers dan khalayak dilakukan untuk 
menanamkan goodwill, kepercayaan, dan citra yang baik di mata publik.  
Peran hubungan masyarakat sangat erat kaitannya dengan fungsi humas, 
yang menurut F. Rachmadi adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan 
baik antara lembaga/organisasi dengan publiknya, internal maupun eksternal 
dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi, dan partisipasi 
publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini publik) yang 
menguntungkan lembaga atau organisasi.
12
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Peran humas dalam sebuah organisasi berkaitan dengan tujuan utama dan 
fungsi-fungsi manajemen perusahaan. Fungsi dasar manajemen tersebut 
merupakan suatu proses kegiatan atau pencapaian suatu tujuan pokok dari 
organisasi atau lembaga dan biasanya berkaitan dengan memanfaatkan berbagai 
potensi sumber-sumber (sumber daya) yang dimiliki oleh organisasi atau lembaga 
tersebut.  
Sebagai seorang Humas dituntut kemampuannya untuk mengkoordinasikan 
seluruh unsur sumber daya yang ada. Hal ini merupakan konsekuensi dari 
kemampuaan sebagai fungsi manajemen teknis (technical management) dan 
kemampuan berperan sebagai manajer professional (managerial skill).
13
 
Sedangkan Onong Uchjana mengungkapkan peranan public relations, yaitu 
mencakup bidang yang luas menyangkut hubungan dengan berbagai pihak dan 
tidak hanya sekedar berbentuk relations dalam arti sempit, karena personal 
relations mempunyai peranan yang cukup besar dalam melakukan kampanye 
public relations. Bagaimana meningkatkan kesadaran, pengertian, dan pemahanan 
tentang aktivitas perusahaan atau lembaga termasuk membentuk sikap baik 
(favorable), itikad baik (good willI), toleransi (tolerance), saling pengertian 
(mutual understanding), saling mempercayai (mutual confidence), saling 
menghargai (mutual appreciation), yang pada akhirnya akan menciptakan citra 
yang baik (good image).
14
 
Adapun peranan humas dapat terbagi dalam empat kategori menurut Teori 
Dozier & Broom adalah sebagai berikut:
15
 
1. Penasihat Ahli (Expert Prescriber) 
Seorang praktisi humas yang berpengalaman dan memiliki kemampuan 
tinggi dapat membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah 
hubungan dengan publiknya. 
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2. Fasilitator Komunikasi (Communication Facilitator) 
Dalam hal ini, praktisi humas bertindak sebagai komunikator atau 
mediator untuk membantu pihak manajemen dalam hal untuk mendengar apa 
yang diinginkan dan diharapkan oleh publiknya. Disisi lain, dia juga dituntut 
untuk mampu menjelaskan kembali keinginan, kebijakan dan harapan 
organisasi kepada pihak publiknya. Sehingga dengan komunikasi timbal balik 
tersebut dapat tercipta rasa saling percaya, pengertian, menghargai, 
mendukung dan toleransi yang baik dari kedua pihak. 
3. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process 
Facilitator) 
Peranan praktisi humas dalam proses pemecahan masalah persoalan 
humas merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk 
membantu pemimpin organisasi baik sebagai penasihat hingga mengambi 
tindakan dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi. 
Biasanya dalam mengahadapi krisis yang terjadi, maka dibentuk suatu tim 
posko yang dikoordinir praktisi ahli humas dengan melibatkan berbagai 
departemen dan keahlian dalam satu tim khusus untuk membantu organisasi, 
perusahaan dan produk yang tengah mengahadapi atau mengatasi persoalan 
krisis tertentu. 
4. Teknisi Komunikasi (Communication Technician) 
Berbeda dengan tiga peran praktisi humas profesional sebelumnya yang 
terkait erat dengan fungsi dan peranan manajemen organisasi. Peran teknisi 
komunikasi ini menjadikan praktisi humas sebagai journalist in resident yang 
hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan methode 
of communication in organization. Sistem komunikasi dalam organisasi 
tergantung dari masing-masing bagian atau tingkatan, yaitu secara teknis 
komunikasi, baik arus maupun media komunikasi yang dipergunakan dari 






d. Ruang Lingkup Humas 
Adapun ruang lingkup tugas humas dalam sebuah organisasi/lembaga antara 
lain meliputi aktivitas sebagai berikut:
16
 
a. Membina hubungan ke dalam (public internal)  
Yang dimaksud dengan public internal adalah publik yang menjadi 
bagian dari unit/badan/perusahaan atau organisasi itu sendiri. Seorang humas 
harus mampu mengidentifikasi atau mengenali hal-hal yang menimbulkan 
gambaran negatif didalam masyarakat, sebelum kebijakan itu dijalankan oleh 
organisasi.  
b. Membina hubungan keluar (public eksternal)  
Yang dimaksud public eksternal adalah publik umum (masyarakat), 
mengusahakan tumbuhnya sikap dan gambaran publik yang positif terhadap 
lembaga yang diwakilinya.  
Sedangkan ruang lingkup pekerjaan humas dapat dibagi menjadi enam 
bidang pekerjaaan, yaitu:  
a. Publisitas  
Publisitas adalah informasi yang berasal dari sumber luar yang 
digunakan media massa karena informasi itu memiliki nilai berita. Publisitas 
merupakan metode yang dapat dikontrol humas dalam hal penempatan pesan 




b. Pemasaran  
Menurut Philip Kotler, pemasaran adalah kegiatan manusia yang 
diarahkan pada usaha untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan melalui 
proses pertukaran. Sementara itu menurut McCarthy, pemasaran menyangkut 
perencanaan secara efisien penggunaan sumber-sumber dan pendistribusian 
barang dan jasa dari produsen ke konsumen sehingga tujuan kedua pihak 
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c. Manajemen isu  
Manajemen isu (issues management), menurut Morisan merupakan 
upaya organisasi atau perusahaan untuk melihat kecenderungan isu atau opini 
publik agar tidak berkembang secara negatif sehingga merugikan perusahaan 
atau agar isu tidak berkembang menjadi konflik yang tidak diinginkan.
19
 
d. Lobi  
Menururt Cutlip, lobi adalah bidang khusus humas yang membangun 
dan memelihara hubungan dengan pemerintah utamanya, untuk tuuan 
memengaruhi peraturan dan perundang-undangan.
20
 
e. Hubungan Investor  
Hubungan investor adalah tanggung jawab manajemen strategis yang 
mengintegrasikan keuangan, komunikasi, pemasaran, dan kepatuhan hukum 
sekuritas yang paling efektif memungkinkan komunikasi dua arah antara 
perusahaan, masyarakat keuangan, dan konstituen lain, yang akhirnya 
memberikan kontribusi untuk perusahaan sekuritas mencapai penilaian adil.
21
 
e. Ciri dan Fungsi Humas 
Ciri adalah tanda yang khas untuk mengenal atau mengetahui. Berfungsi 
atau tidaknya humas dapat diketahui dari ada atau tidaknya kegiatan yang 
menunjukkan ciri-cirinya. Ciri-ciri humas antara lain:  
a. Humas adalah kegiatan komunikasi dalam suatu organisasi yang 
berlangsung dua arah secara timbal balik.  
b. Humas merupakan penunjang tercapainya tujuan yang ditetapkan oleh 
manajemen sebuah organisasi.  
c. Publik yang menjadi sasaran kegiatan humas adalah publik eksternal dan 
publik internal.  
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d. Operasionalisasi humas adalah membina hubungan yang harmonis antara 
organisasi dengan publik dan mencegah terjadinya rintangan psikologi, 
baik yang timbul dari pihak organisasi maupun dari pihak publik.
22
 
Adapun fungsi dari humas menurut Cutlip & Centre adalah sebagai berikut : 
a. Menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama 
(fungsi melekat pada manajemen lembaga/organisasi).  
b. Membina hubungan yang harmonis antara badan/organisasi dengan 
publiknya yang merupakan khalayak sasaran. 
c. Mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi 
dan tanggapan masyarakat terhadap badan/organisasi yang diwakilinya, 
atau sebaliknya.  
d. Melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbangan sasaran 
kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama.  
e. Menciptakan komunikasi dua arah timbale balik, dan mengatur arus 
informasi, publikaasi serta pesaan dari badan/organisasi ke publiknya 
atau sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak.
23
 
f. Humas Pemerintah 
1) Tugas Humas Pemerintah 
Tujuan humas di dunia pemerintahan adalah membuat program 
pemerintahan yang dapat membentuk, meningkatkan dan memelihara citra 
positif dan reputasi baik agar dapat memperoleh opini publik yang 
menguntungkan, serta dukungan dan simpati rakyat atau publik. Citra sengaja 
diciptakan oleh humas dalam dunia pemerintahan, dalam bentuk events 




Menurut Dimock dan Koening, pada umumnyaa tugas dan kewajiban 
pihak humas lembaga pemerintahan adalah sebagai berikut:  
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a) Berupaya memberikaan penerangan atau informasi kepada 
masyarakat tentang pelayanan masyarakat (public services), 
kebijaksanaan, serta tujuan yang akan dicapai oleh pihak pemerintah 
dalam melaksanakan program kerja pembangunan tersebut.  
b) Mampu menanamkan keyakinan dan kepecayaan, serta mengajak 
masayarakat dalam partisipasinya untuk melaksanakan program 
pembangunan di berbagai bidang, seperti sosial, ekonomi, hukum, 
politik, serta menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban nasional.  
c) Keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan pelayanan serta 
pengabdian dari aparatur pemerintah bersangkutan perlu dijaga atau 
dipertahankan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya masing-
masing secara konsisten serta professional
25
 
Secara garis besar, humas instansi pemerintah memiliki peran ganda. 
Fungsi keluar adalah berupaya memberikan informasi atau pesan-pesan 
sesuai dengan kebijaksanaan dan tujuan dari lembaga yang bersangkutan 
terhadap kepentingan masyarakat sebagai khalayak sasaran. Fungsi kedalam 
adalah pihak humas wajib menyerap aspirasi atau keinginan 
publik/masyarakat yang diselaraskan dengan kepentingan bagi instansinya 
demi tercapainya tujuan bersama.
26
 
Peran taktis dan strategi kehumasan pemerintah menyangkut beberapa 
hal sebagai berikut:  
a) Secara taktis dalam jangka pendek, Humas instansi pemerintah berupaya 
memberikan pesan-pesan dan informasi yang efektif kepada masyarakat 
sebagai khalayak sasarannya. Kemampuan untuk melaksanakan 
komunikasi yang efektif, memotivasi dan memiliki pengaruh terhadap 
opini publik sebagai upaya “menyamakan persepsi” dengan tujuan dan 
maksud dari instansi/lembaga yang bersangkutan.  
b) Secara Strategis (jangka panjang) Humas instasi pemerintah berperan 
aktif dalam proses pengambilan keputusan (decision making process), 
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dalam memberikan sumbang saran, gagasan dan ide yang cemerlang 
serta kreatif untuk menyukseskan program kerja lembaga bersangkutan, 
hingga mampu menunjang keberhasilaan pembangunan nasional jangka 




2) Fungsi Pokok Humas Pemerintah 
Rosady Ruslan menyatakan bahwa dalam rangka menunjang 
pelaksanaan tugas dan fungsi kehumasan tersebut, ada beberapa kegiatan 
yang harus dilakukan, yaitu:  
a) Kemampuan untuk membangun dan membina saling pengertian 
antara kebijaksanaan dari pihak pimpinan instansi atau lembga 
dengan publik internal dan eksternal.  
b) Sebagai pusat pelayanan dan pemberian informasi atau narasumber 
berita, baik berasal dari instansi atau lembaga maupun berasal dari 
pihak publiknya.  
c) Melakukan pendokumentasian dari setiap kegiatan publikasi dan 
peristiwa penting di lingkungan instansi atau lembaga.  
d) Mengumpulkan data dan informasi yang berasal dari berbagai 
sumber, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan instansi atau 
lembaga atau opini publik yang berkembang sebagai upaya 
penelitian dan keperluan untuk analisis serta pengembangan rencana 
dan program kerja yang akan datang.
28
 
Berdasarkan penjelasan di atas, dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
dan perannya, Humas pemerintah harus mempunyai strategi terutama dalam 
memberikan informasi dan penjelasan kepada khalayak publik mengenai 
kebijakan dan langkah-langkah/tindakan yang diambil oleh pemerintah, serta 
mengusahakan tumbuhnya hubungan yang harmonis antara lembaga/instansi 
dengan publiknya dan memberikan pengertian kepada publiknya 
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(masyarakat) tentang apa yang dikerjakan oleh instansi pemerintah dimana 
humas itu berada dan berfungsi. 
2. Sosialisasi 
a. Pengertian Sosialisasi 
Sosialisasi adalah peyediaan sumber ilmu pengetahuan yang memungkinkan 
seseorang bertinak dan bersikap sebagai anggota masyarakat yang efektif, yang 
menyebabkan ia efektif, yang menyebabkan ia sadar akan fungsi sosialnya 
sehingga ia dapat aktif di dalam masyarakat.
29
 
Sedangkan menurut Robbins, sosialisasi merupakan salah satu fungsi dari 
komunikasi disamping sebagai produksi dan penegetahuan dalam hal ini 
komunikasi bertindak untuk mengendaalikan perilaku anggota masyarakat agar 
tetap sesuai dengan apa yang menjadi perilaku kelompoknya. Jadi, dalam hal ini 
sosialisasi dilakukan dengan cara mengkomunikasikan kepada publiknya.
30
 
Dari definisi di atas, penulis menyimpulkan sosialisasi adalah salah satu 
fungsi komunikasi yang sesuai untuk mengendalikan perilaku anggota masyarakat 
di mana ia tinggal. Jadi sosialisasi dilakukan dengan mengkomunikasikan 
informasi kepada anggotanya.  
Sosialisasi dalam arti yang luas merupakan suatu usaha masyarakat yang 
menghantar warganya masuk ke dalam kebudayaan. Dengan kata lain masyarakat 
melakukan suatu rangkaian kegiatan tertentu untuk menyerahterimakan 
kebudayaan daru satu generasi ke generasi berikutnya.  
Proses sosialisasi bertujuan untuk:  
a) Member keterampilan yang dibutuhkan individu untuk hidupnya di 
masyarakat. 
b) Mengajarkan individu untuk mampu berkomunikasi secara efektif dan 
mengembangkan kemampuannya untuk membaca, menulis dan 
berbicara.  
c) Melatih pengendalian fungsi-fungsi organic melalui latihan-latihan 
mawas diri yang tepat. 
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Dari semua definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa sosialisasi adalah 
usaha yang dilakukan seseorang, masyarakat atau lembaga untuk memberikan 
pengajaran dan pendidikan melalui teknik komunikasi dan menyediakan sumber 
pengetahuan kepada publik agar bertindak sesuai dengan masyarakat dimama ia 
tinggal dan dapat berfungsi dalam masyarakat tersebu.  
Menurut Narwoko dan Bagong, proses sosialisasi yang relevan bagi 
pembentukan kepribadian dapat dibedakan atas:  
i. Proses sosialisasi yang dikerjakan (tanpa sengaja) lewat proses interaksi 
sosial.  




Berdasarkan pelaksanaan proses sosialisasi, dapat disimpulkan bahwa 
sesungguhnya proses ini bukanlah suatu aktivitas yang bersifat sepihak. 
Bagaimanapun juga proses sosialisasi adalah suatu proses yang dilakukan secara 
aktif oleh dua pihak. Pihak pertama adalah pihak yang mensosialisasikan atau 
disebut dengan aktivitas melaksanakan sosialisasi dan pihak yang kedua adalah 
aktivitas pihak yang disosialisasikan. 
b. Tipe Sosialisasi 
Tipe sosialisasi setiap kelompok masyarakat mempunyai standar dan nilai 
yang berbeda. Perbedaan standar dan nilai pun tidak terlepas dari tipe sosialisasi. 
Ada dua tipe sosialisasi. Kedua tipe sosialisasi tersebut adalah sebagai berikut: 
a. Formal Sosialisasi, tipe ini terjadi melalui lembaga-lembaga yang 
berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam negara, seperti 
pendidikan disekolah dan pendidikan militer. 
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b. Informal Sosialisasi, tipe ini terdapat dimasyarakat atau dalam pergaulan yang 
bersifat kekeluargaan, seperti antara teman, sahabat, sesama anggota klub, dan 
kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat.
33
 
c. Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Sosialisasi 
1. Faktor Instrinsik 
Faktor intrinsik adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang 
melakukan proses sosialisasi tersebut. Wujud nyata dari faktor intrinsik antara lain 
dapat berupa pembawaan - pembawaan ataupun warisan biologis termasuk 
kemampuan - kemampuan yang ada pada diri seseorang. Misalnya bakat, IQ, 
motivasi, emosi, hobi, karakter, dan lain - lain. Faktor - faktor ini akan menjadi 
bekal seorang individu dalam melaksanakan berbagai macam aktivitas dalam 
proses sosialisasi. 
2. Faktor ekstrinsik  
Faktor ekstrinsik pada dasarnya merupakan faktor - faktor yang berasal 
dari luar diri individu yang melakukan proses sosialisasi tersebut. Faktor 
ekstrinsik ini dapat berupa norma- norma, sistem sosial, sistem budaya, dan sistem 
mata pencaharian yang ada di dalam masyarakat. Untuk melakukan proses 
sosialisasi seorang individu akan dibatasi dengan nilai - nilai dan norma - norma 
yang ada di dalam masyarakat.
34
 
3. Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan 
Keluarga (KKBPK) 
Pengertian Keluarga Berencana (KB) menurut UU no. 52 Tahun 2009 
tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya 
mengatur kelahiran anak, jarak dan usia melahirkan, mengatur kehamilan melalui 
promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk 
mewujudkan keluarga yang berkualitas. 
Keluarga yang berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan 
perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki 
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jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan 
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Tujuan umum adalah membentuk keluarga kecil sesuai dengan 
kekutansosial ekonomi suatu keluarga dengan cara pengaturan kelahiran anak, 
agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan sejahtera yang dapat memenuhi 
kebutuhan hidupnya.Tujuan lain meliputi pengaturan kelahiran, pendewasaan usia 
perkawinan, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 
Kesimpulan dari tujuan program KB adalah memperbaiki kesehatan dan 
kesejahteraan ibu, anak, keluarga dan bangsa, mengurangi angka kelahiran untuk 
menaikkan taraf hidup rakyat dan bangsa, dan memenuhi permintaan masyarakat 
akan pelayanan KB dan KR yang berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan 
angka  kematian ibu,bayi, dan anak serta penanggulangan masalah kesehatan 
reproduksi. 
Tujuan KB meliputi: 
1. Keluarga dengan anak ideal. 
2. Keluarga sehat. 
3. Keluarga berpendidikan. 
4. Keluarga sejahtera. 
5. Keluarga berketahanan. 
6. Keluargayang terpenuhi hak-hak reproduksinya. 
7. Penduduk tumbuh seimbang (PTS). 
Ruang Lingkup Program Keluarga Berencana antara lain : 
1. Kesehatan reproduksiremaja. 
2. Ketahanan dan pemberdayaan keluarga. 
3. Penguatan pelembaga keluarga kecil berkualitas. 
4. Keserasian kebijakan kependudukan. 
5. Pengelolaan SDM aparatur. 
6. Penyelenggaran pimpinan kenegaraan dan kepemerintahan. 
7. Peningkatan pengawasan dan akuntabilitas aparatur negara. 
Program Keluarga berencana memberikan dampak, yaitu : 




2. Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi. 
3. Pengingkatan kesejahteraan keluarga. 
4. Pengingkatan derajat keluarga. 
5. Peningkatan mutu dan layanan Keluarga Berencana dan Kesehatan 
Reproduksi. 
6. Peningkatan sistem pengelolaan dan kapasitas SDM.35 
 
B. Kajian Terdahulu 
Penelitian ini akan dicantumkan beberapa skripsi yang berkaitan dengan 
masalah yang ada dalam penelitian ini mengenai “Peran Humas” secara umum 
sebagai berikut:  
a. Harry Gunawan (2013) Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Dakwah dan 
Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul 
penelitian Strategi Humas BKKBN dalam Mensosialisasikan Program 
Keluarga Berencna di Provinsi Riau. Hasil dari penelitian ini yaitu secara 
umum dapat disimpulkan bahwa Humas BKKBN Provinsi Riau dalam 
mensosialisasikan Program Keluarga Berencana tidak bekerja dengan 
sendirinya, humas memerlukan peran komunikator baik daripihak internal 
maupun eksternal agar mempermudah dalam proses mensosialisasikan 
Program Keluarga Berencana di Provinsi Riau, selain itu humas juga bekerja 
sama dengan pihak media massa, baik media cetak maupun media elektronik 
agar sosialisasi program keluarga berencana tersebar secara merata keseluruh 
masyarakat Provinsi Riau. Metode penelitian yang digunakan pada skripsi ini 
adalah deskriptif kualitatif terhadap data yang penulis dapatkan yaitu 
pengumpulan data berdasarkan kenyataan dilapangan melalui wawancara, 
observasi dan dokumentasi.
36
   
Sedangkan penelitian penulis tentang Peran Humas Bkkbn Provinsi Riau 
Dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan 
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Pembangunan Keluarga (KKBPK). Adapun perbedaan dalam penelitian yang 
penulis buat yaitu pada objek yang memfokuskan pada pegawai BKKBN. 
Sedangkan penelitian terdahulu hanya mencakup strategi humas BKKBN dan 
juga lokasi penelitiannya berbeda dari lokasi penulis teliti. 
b. Tika Oktavianingsih (2012) Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, dengan judul penelitian “Peran 
Humas Lembaga Negara dalam Menjaga Reputasi Organisasi (Studi pada 
Peran Humas DPR RI dalam Menjaga Reputasi Kinerja DPR RI).” Hasil dari 
penelitian ini yaitu reputasi kinerja anggota dewan, Humas DPR RI telah 
melakukan berbagai strategi komunikasi untuk mempublikasikan kinerja 
anggota dewan dan menjaga hubungan baik dengan media. Humas mengalami 
hambatan-hambatan tertentu, yaitu kurangnya hubungan baik dengan media 
relations yang masih rendah.
37
 
Sedangkan penelitian penulis tentang Peran Humas Bkkbn Provinsi Riau 
Dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan 
Pembangunan Keluarga (KKBPK). Adapun perbedaan dalam penelitian yang 
penulis buat yaitu pada objek yang memfokuskan pada pegawai BKKBN. 
Sedangkan penelitian terdahulu hanya mencakup Peran Humas Lembaga 
Negara dalam Menjaga Reputasi Organisasi dan juga lokasi penelitiannya 
berbeda dari lokasi penulis teliti. 
c. Ariz Mazidah (2010) Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Jurusan Ilmu 
Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam 
skripsinya yang berjudul “Peran Public Relations dalam Implementasi 
Community Development PT. Telkom, Tbk Kandatel Yogyakarta.” Penelitian 
ini memfokuskan pada kegiatan pemberitaan dalam meningkatkan Peran 
humas PT. Telkom, Tbk Kandatel Yogyakarta.
38
 Hasil penelitian ini adalah 
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dalam pelaksanaan program community development, peran public relations 
PT. Telkom Kandatel Yogyakarta memiliki tanggung jawab untuk 
menghandle acara, membuat random acara dan mengkomunikasikan setiap 
kegiatan yang diadakan oleh Community Development Center (CDC) kepada 
public serta menggunakan media relations sebagai sarana untuk menjangkau 
publik. Peran public relations dalam implementasi Community Development 
melakukan bauran public relations berupa: publications (publikasi dan 
publisitas), event (penyusunan program acara), news (menciptakan berita), 
community involvemen (kepedulian pada komunitas),inform or image 
(memberitahukan atau meraih citra), lobbying and negotiation (pendekatan 
dan bernegosiasi), social responsibility (tanggung jawab sosial). Perbedaan 
penelitian diatas dengan penelitian yg penulis lakukan adalah penelitian diatas 
mengatakan memfokuskan pada kegiatan pemberitaan dalam meningkatkan 
peran humas PT. Telkom Kendatel Yogyakarta sedangkan penelitian yang 
penulis lakukan adalah untuk mengetahui peran yang dilakukan pegawai 
humas BKKBN provinsi riau dalam mensosialisasikan program KKBPK.  
d. Skripsi lainnya dengan judul Pengaruh “Peran Hubungan Masyarakat 
(Humas) di Pemerintah Kabupaten Bantul”, oleh Yuli Cahyaningrum (2013) 
Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Muhammadiyah, Yogyakarta.
39
 Penelitian ini menunjukan bahwa dari empat 
peran yang ada yaitu Teknik Komunikasi, Expert Prescriber, Fasilitator 
Komunikasi dan Fasilitator Pemecah Masalah, peran yang dilakukan oleh 
humas lebih cenderung menyampaikan informasi kepada masyarakat atau 
sebagai teknisi komunikasi dan mengelola fasilitas komunikasi yang telah di 
sediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, walaupun belum sempurna 
tetapi humas pada tiga instansi tersebut sudah berusaha melaksanakan yang 
penulis lakukan adalah menjelaskan kegiatan sosialisasi yang dilakukan 
humas. Adapun perbedaan dalam penelitian yang penulis buat yaitu pada 
objek yang memfokuskan pada pegawai BKKBN. Sedangkan penelitian 
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terdahulu hanya mencakup Peran Humas dan juga lokasi penelitiannya 
berbeda dari lokasi penulis teliti. 
e. Penelitian oleh Evawani Zainal Aqlidengan judul Peran Humas Badan 
Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Dalam Mensosialisasikan 
Banjir Di Kota Samarinda. Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu 
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Skripsi ini menggambarkan 
Peran Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur Dalam 
Mensosialisasikan Bahaya Banjir Di Kota Samarinda, Bencana banjir terjadi 
karena degradasi lingkungan (penurunan tingkat kualitas lingkungan) yang 
disebabkan oleh deforestasi dan peningkatan polusi air, udara dan tanah 
sehingga mengurangi daya serap tanah terhadap air. Kondisi ini diperparah 
oleh ketidakpedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan, seperti 
membuang sampah tidak pada tempatnya, menutup selokan yang seharusnya 
menjadi tempat aliran air ketika hujan, dan sebagainya. Banyaknya sampah 
yang masih berserakan di sungai maupun selokan seperti plastik, botol bekas, 
pembalut wanita, dan sebagainya yang sulit hancur sehingga menyumbat 
aliran sungai atau selokan. Mereka tahu atau tidak tentang bahaya banjir 
sehingga hal yang mengakibatkan terjadinya banjir selalu mereka abaikan oleh 




Adapun perbedaan dalam penelitian yang penulis buat yaitu pada objek yang 
memfokuskan pada pegawai BKKBN. Sedangkan penelitian terdahulu hanya 
mencakup Peran Humas Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan 
Timur dan juga lokasi penelitiannya berbeda dari lokasi penulis teliti. 
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C. Kerangka Pikir 
Kerangka pikir adalah penjelasan tentang variabel yang akan dijadikan tolak 
ukur penelitian dilapangan yang disesuaikan dengan rumusan masalah. 
Berdasarkan hal yang diangkat oleh penulis yaitu Peran Humas BKKBN Provinsi 
Riau dalam Mensosialisasikan Program Kependudukan Keluarga Berencana dan 












Gambar 2.1:  
Kerangka Penelitian 
 
D. Konsep Operasional 
Penjelasan Peranan Humas menurut Dozier & Broom dalalm Ruslan 
(2006, 20-21) sebagai berikut: 
1. Penasihat Ahli (Expert Prescriber) Seorang praktisi humas yang 
berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat membantu mencarikan 
solusi dalam penyelesaian masalah hubungan dengan publiknya. 
2. Fasilitator Komunikasi (Communication Facilitator) Dalam hal ini, praktisi 
humas bertindak sebagai komunikator atau mediator untuk membantu pihak 
manajemen dalam hal untuk mendengar apa yang diinginkan dan diharapkan 
oleh publiknya. Disisi lain, dia juga dituntut untuk mampu menjelaskan 
BKKBN PROVINSI RIAU 
PERAN HUMAS 
1. Penasihat Ahli (Expert prescriber) 
2. Fasilitator Komunikasi (Communication facilitator) 
3. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem solving process 
facilitator) 
4. Teknisi Komunikasi (Communication technician) 




kembali keinginan, kebijakan dan harapan organisasi kepada pihak publiknya. 
Sehingga dengan komunikasi timbal balik tersebut dapat tercipta rasa saling 
percaya, pengertian, menghargai, mendukung dan toleransi yang baik dari 
kedua pihak. 
3. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process Facilitator) 
Peranan praktisi humas dalam proses pemecahan masalah persoalan humas 
merupakan bagian dari tim manajemen. Hal ini dimaksudkan untuk 
membantu pemimpin organisasi baik sebagai penasihat hingga mengambi 
tindakan dalam mengatasi persoalan atau krisis yang tengah dihadapi. 
Biasanya dalam mengahadapi krisis yang terjadi, maka dibentuk suatu tim 
posko yang dikoordinir praktisi ahli humas dengan melibatkan berbagai 
departemen dan keahlian dalam satu tim khusus untuk membantu organisasi, 
perusahaan dan produk yang tengah mengahadapi atau mengatasi persoalan 
krisis tertentu. 
4. Teknisi Komunikasi (Communication Technician) Berbeda dengan tiga peran 
praktisi humas profesional sebelumnya yang terkait erat dengan fungsi dan 
peranan manajemen organisasi. Peran teknisi komunikasi ini menjadikan 
praktisi humas sebagai journalist in resident yang hanya menyediakan 
layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan methode of communication in 
organization. Sistem komunikasi dalam organisasi tergantung dari masing-
masing bagian atau tingkatan, yaitu secara teknis komunikasi, baik arus 
maupun media komunikasi yang dipergunakan dari tingkat pimpinan dengan 
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 BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif karena 
penelitian deskriptif mengamati peran humas BKKBN Provinsi Riau dalam 
mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan 
Keluarga. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian berlandaskan 
filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, 
dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan triangulasi (gabungan), analisi data bersifat induktif, dan hasil penelitian 
kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi. Dalam penelitian 




B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
Dalam usaha untuk mendapatkan data dan keterangan yang mengangkut 
pembahasan penelitian ini, maka penulis mengambil lokasi penelitian di Kantor 
Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Riau 
yang beralamat Jl. Terubuk No. 1 Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan selama 2 
bulan untuk  observasi, wawancara, dan dokumentasi . 
C. Sumber Data 
a. Data Primer 
Menurut Saifuddin Azwar dalam bukunya yang berjudul metode penelitian. 
Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subyek 
penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data 
langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam penelitian ini 
yang termasuk sebagai data primer adalah pegawai BKKBN Provinsi Riau. 
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b. Data Sekunder 
Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak 
langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya, data sekunder biasanya 
berupa data dokumentasi atau data laporan yang tersedia. Dalam penelitian ini 
dokumentasi merupakan sumber data sekunder.
43
 
D. Informan Penelitian 
Informan adalah teknik dengan pertimbangan tertentu, teknik ini bisa 
diartikan sebuah proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu 
jumlah sampel yang hendak diambil. Kemudian pemilihan sampel dilakukan 
dengan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, asalkan tidak menyimpang dari 
sampel-sampel yang telah ditetapkan.
44
 Informan penelitian terbagi menjadi 2 
yaitu  
a. Informan Kunci 
Informan kunci merupakan para ahli yang sangat memahami dan dapat 
memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak 
dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya akademisi, budayawan toko 
agama dan tokoh masyarakat.
45
 
Informan kunci dalam penelitian ini adalah Humas Perwakilan BKKBN 
Provinsi Riau yaitu Ibu Mery Ellya, SH dikarenakan Humas Perwakilan BKKBN 
Provinsi Riau ini lebih mengetahui tentang informasi yang dibutuhkan oleh 
penulis. 
b. Informan Tambahan  
Informan tambahan yaitu Bapak Irwanto, S.Kom Sebagai Kasubbid 
Advokasi dan KIE dan Ibu Hidayati, SE Sebagai Kasubbid Tata Operasional serta 
pegawai yang diduga dapat memberikan informasi tentang masalah ini. 
 
                                                                   
43
 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian (Yogyakarta:pustaka pelajar, 2004),91 
44
 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif. (Bandung: Alfabeta,2009,135 
45





E. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural 
setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data 
lebih banyak pada observasi berperan serta (participant observation), wawancara 
mendalam (in depth interview), dan dokumentasi.
46
 Proses pengumpulan data di 
lokasi penelitian meliputi beberapa tahap sebagai berikut: 
a. Observasi  
Menurut Nawawi & Martini (1991) observasi adalah pengamatan dan 
pencatatan secara sistimatik terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala 
atau gejala-gejala dalam objek penelitian.Observasi yang akan dilakukan adalah 
observasi terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi subjek 
dengan peneliti dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat memberikan 
data tambahan terhadap hasil wawancara.
47
 Observasi dilakukan dengan 
mengadakan pengamatan terhadap peran humas BKKBN Provinsi Riau dalam 
mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan 
Keluarga berbasis keluarga. 
b. Wawancara 
Wawancara sebagai alat pengumpul data digunakan untuk mendapatkan 
informasi yang berkenaan dengan kegiatan, harapan dan keinginan, dari individu 
atau reponden. Caranya melalui pertanyaan-pertanyaan yang sengaja diajukan 
kepada responden oleh peneliti. Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi 
verbal yang bertujuan memperoleh informasi. Maksudnya dilakukan wawancara 
tersebut antara lain untuk membuat suatu konstruksi sekarang dan disini mengenai 
orang, peristiwa, aktivitas, motivasi, perasaan, dan lain-lainnya. Wawancara yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terpimpin atau tertutup. 
Menurut Riduwan (2004) bahwa “Dalam wawancara ini, pertanyaan diajukan 
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menurut daftar pertanyaan yang sudah disusun”. Pada penelitian ini wawancara 
akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara.
48
 
c. Dokumentasi,  
Dari asal katanya dokumen, yang artinya barang barang tertulis. Di dalam 
melaksanakan metode dokumentasi, penelitian menyelidiki benda benda tertulis 
seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan 
harian, dan sebagainya.
49
 Dengan tehnik ini peneliti berusaha memperoleh data 
atau informasi dengan cara menggali dan mempelajari dokumen-dokumen, arsip 
dan catatan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Humas BKKBN 
Provinsi Riau.  
F. Validitas Data 
Dalam penelitian kualitatif, penulis harus bisa memperkecil faktor 
subjektivitas. Validitas data membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti 
sesuai dengan kenyataan dan apakah penjelasan yang diberikan sesuai dengan 
yang sebebnarnya ada dan terjadi. Validitas data juga disebut keabsahan data 
sehingga instrument atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya. 
Karena itu dalam validitas data mengenai keakuratan datanya harus berdasarkan 
triangulasi. 
Dimana dalam penggunaan teknik ini adanya teknik pemeriksaan keabsahan 
data dengan memanfaatkan suatu yang lain dalam membandingkan hasil 
wawancara terhadap objek penelitian.
50
 Triangulasi bukan mencari kebenaran 
melainkan untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai data dan fakta yang 
dimilikinya
51
 Triangulasi data dibedakan menjadi empat macam, yaitu: 
1. Triangulasi Sumber. Penggalian kebenaran dari informasi tertentu melalui 
berbagai sumber memperoleh data. Dengan demikian, triangulasi sumber 
berarti membandingkan informasi yang diperoleh melalui sumber yang 
berbeda. Penelitian selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa 
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menggunakan pengamatan berperan serta, dokumen tertulis, arsip, dokumen 
sejarah, catatan resmi, tulisan pribadi, dan gambar atau foto. Triangulasi 
sumber merupakan triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini.   
 
G. Teknik Analisis Data 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan 
cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, 
melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting yang 
akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 
sendiri maupun orang lain. Semua data tersebut dapat digunakan untuk menambah 
wawasan peneliti.  
Setelah data terkumpul, kemudian dilaksanakan pengolahan data dengan 
metode kualitatif, setelah itu dianalisis secara kualitatif dilakukan dengan langkah-
langkah sebagaimana dikemukakan oleh Lexy J Maleong berikut: 
1. Klasifikasi data, yaitu mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik 
pembahasan. 
2. Reduksi data, yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data 
yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan. 
3. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik-
topik pembahasan. 
4. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan kedalam 
susunan yang singkat dan padat.
52
 
Berdasarkan langkah-langkah yang dilaksanakan dalam pengolahan data, 
maka analisis data yang dilaksanakan dalam penelitian ini adalah pengolahan data 
melalui analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-
kata, gambar, dan bukan angka-angka serta dijelaskan dengan kalimat sehingga 
data yang diperoleh dapat dipahami maksud dan maknanya. 
                                                                   
 
52




GAMBARAN UMUM PERWAKILAN  
BKKBN PROVINSI RIAU 
 
A. Sejarah Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 
Organisasi keluarga berencana dimulai dari pembentukan Perkumpulan 
Keluarga Berencana pada tanggal 23 Desember 1957 di gedung Ikatan Dokter 
Indonesia. Nama perkumpulan itu sendiri berkembang menjadi Perkumpulan 
Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) atau Indonesia Planned Parenthood 
Federation (IPPF). PKBI memperjuangkan terwujudnya keluarga- keluarga yang 
sejahtera melalui 3 macam usaha pelayanan yaitu mengatur kehamilan atau 
menjarangkan kehamilan, mengobati kemandulan serta memberi nasihat 
perkawinan. 
Pada tahun 1967, PKBI diakui sebagai badan hukum oleh Departemen 
Kehakiman. Kelahiran Orde Baru pada waktu itu menyebabkan perkembangan 
pesat usaha penerangan dan pelayanan KB di seluruh wilayah tanah air. 
Dengan lahirnya Orde Baru pada bulan maret 1966 masalah kependudukan 
menjadi fokus perhatian pemerintah yang meninjaunya dari berbagai perspektif. 
Perubahan politik berupa kelahiran Orde Baru tersebut berpengaruh pada 
perkembangan keluarga berencana di Indonesia. Setelah simposium Kontrasepsi 
di Bandung pada bulan Januari 1967 dan Kongres Nasional I PKBI di Jakarta 
pada tanggal 25 Februari 1967. 
Di dalam Kongres Nasional I PKBI di Jakarta dikeluarkan pernyataan 
sebagai berikut: PKBI menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada 
pemerintah yang telah mengambil kebijaksanaan mengenai keluarga berencana 
yang akan dijadikan program pemerintah PKBI mengharapkan agar Keluarga 
Berencana sebagai Program Pemerintah segera dilaksanakan. PKBI sanggup 
untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan program KB sampai di 
pelosok-pelosok supaya faedahnya dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. 
Pada tahun 1967 Presiden Soeharto menandatangani Deklarasi Kependudukan 




merencanakan jumlah anak, dan menjarangkan kelahiran dalam keluarga 
sebagai hak asasi manusia. 
Pada tanggal 16 Agustus 1967 di depan Sidang DPRGR, Presiden 
Soeharto pada pidatonya “Oleh karena itu kita harus menaruh perhatian secara 
serius mengenai usaha-usaha pembatasan kelahiran, dengan konsepsi keluarga 
berencana yang dapat dibenarkan oleh moral agama dan moral Pancasila”. 
Sebagai tindak lanjut dari Pidato Presiden tersebut, Menkesra membentuk Panitia 
Ad Hoc yang bertugas mempelajari kemungkinan program KB dijadikan Program 
Nasional. 
Selanjutnya pada tanggal 7 September 1968 Presiden mengeluarkan 
Instruksi Presiden No. 26 tahun 1968 kepada Menteri Kesejahteraan Rakyat, yang 
isinya antara lain: Membimbing, mengkoordinir serta mengawasi segala aspirasi 
yang ada di dalam masyarakat di bidang Keluarga Berencana. Mengusahakan 
segala terbentuknya suatu Badan atau Lembaga yang dapat menghimpun segala 
kegiatan di bidang Keluarga Berencana, serta terdiri atas unsur Pemerintah dan 
masyarakat.  
Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut Menkesra pada tanggal 11 
Oktober 1968 mengeluarkan Surat Keputusan No. 35/KPTS/Kesra/X/1968 
tentang Pembentukan Tim yang akan mengadakan persiapan bagi Pembentukan 
Lembaga Keluarga Berencana. Setelah melalui pertemuan-pertemuan Menkesra 
dengan beberapa menteri lainnya serta tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat 
dalam usaha KB, Maka pada tanggal 17 Oktober 1968 dibentuk Lembaga 
Keluarga Berencana Nasional (LKBN) dengan Surat Keputusan No. 
36/KPTS/Kesra/X/1968. Lembanga ini statusnya adalah sebagai Lembaga Semi 
Pemerintah. 
Perluasan dan pengembangan program Keluarga Berencana Nasional 
secara terarah dan terkoordinasi di Provinsi Riau dimulai pada awal Pelita III, 
yaitu pada era Keppres No. 38 tahun 1978. Pada saat itu telah terbentuk lembaga 
BKKBN Propinsi Riau sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam 





Pada awal pelaksanaan program KB di Provinsi Riau, perluasan dan 
pengembangan pelaksanaan kegiatan KB secara terprogram dan terkoordinasi 
baru dilaksanakan pada tiga daerah Tingkat II yaitu Kabupaten Kepulauan Riau, 
Bengkalis dan Indragiri Hilir. Pada ketiga daerah tersebut telah dibentuk lembaga 
BKKBN kabupaten untuk mengkoordinasikan perencanaan, penilaian, dan 
pengawasan pelaksanaan program KB di wilayah tersebut dengan dukungan 
sepenuhnya pemerintah daerah setempat. Sedangkan pada daerah Tingkat II 
lainnya, pelaksanaan kegiatan KB dilapangan langsung dibawah koordinasi 
BKKBN Provinsi dengan Pengawasan Petugas Lapangan KB (PPLKB) sebagai 
ujung tombak pelaksanaan koordinasi ditingkat Kecamatan yang bertanggung 
jawab langsung kepada BKKBN Provinsi. Kebijkan keluarga berencana 
mencakup yaitu: 
1. Usia ideal perkawinan, 
2. Usia ideal untuk melahirkan, 
3. Jumlah ideal anak, 
4. Jarak ideal kelahiran anak, 
5. Penyuluhan kesehatan reproduksi. 
Setelah berjalan lebih kurang dua tahun, pelaksanaan kegiatan KB di 
Provinsi Riau, khususnya di tiga Kabupaten tersebut diatas telah makin 
berkembang dan meluas serta telah berhasil mengajak sebagian masyarakat untuk 
ber-KB. Dengan melihat perkembangan hasil pelaksanaan kegiatan KB selama 
dua tahun berjalan tersebut, pada era Keppres No. 64 tahun 1983 pelaksanaan 
program KB secara terarah dan terkoordinasi mulai diperluas keseluruh daerah 
Tingkat II yang ada di Provinsi Riau yang ditandai dengan penbentukan lembaga 
BKKBN Kabupaten/Kotamadya diluar tiga Kabupaten tersebut diatas Mulai saat 
itu, pelaksanaan program KB Nasional di Provinsi Riau semakin meluas dan 
berkembang. Partisipasi masyarakat semakin meningkat dari tahun-ketahun, 
dukungan Pemerintah Daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten 




pelaksanaan Program KB, baik instansi Pemerintah, maupun swasta dan 
organisasi masyarakat makin meningkat dan semakin nyata.
53
 
a. Tugas Pokok dan Kewenangan BKKBN Provinsi Riau 
Tugas pokok BKKBN Provinsi Riau adalah melaksanakan tugas Pemerintahan di 
bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kewenangan BKKBN Provinsi 
Riau adalah sebagai berikut:  
1.Penyusunan rencana Nasional secara makro dibidangnya. 
2.Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara 
makro. 
3.Perumusan kebijakan pengendalian angka kelahiran dan penurunan 
angkakematian ibu, bayi dan anak. 
4.Penetapan sistem informasi dibidangnya. 
5.Kewenangan lain sesuaidengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku, yaitu : 
a).Perumusan dan pelaksanaan kegiatan tertentu dibidang Keluarga 
Berencana dan Keluarga Sejahtera. 
b).Perumusan pedoman pengembangan kualitas keluarga.
54
 
b. Fungsi BKKBN Provinsi Riau 
 Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun2010 
Pasal 3, BKKBN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut. 
1. Perumusan kebijakan Nasional dibidang pengendalian penduduk dan 
penyelenggaraan keluarga berencana. 
2.Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengendalian 
penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 
3.Pelaksanaan advokasi dan koordinasi dibidang pengendalian penduduk dan 
penyelenggaraan keluarga berencana. 
4.Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi dibidang 
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 
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5.Penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian 
pendudukdan penyelenggaraan keluarga berencana. 
6.Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk 
dan penyelenggaraan keluarga berencana. 
7.Penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang 
pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. 
8.Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di 
lingkungan BKKBN. 
9.Pengelolaanbarang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab 
BKKBN. 
10.Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN.Penyampaian 




c. Grand Strategi BKKBN Provinsi Riau 
Grand Strategi BKKBN Provinsi Riau adalah: 
1.Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam Program 
KB. 
2.Menata kembali pengelolaan Program KB. 
3.Memperkuat SDM operasional Program KB. 
4.Meningkatkanketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pelayanan KB. 
5.Meningkatkan pembiayaan Program KB. 
 
 
d.Susunan organisasi BKKBN Provinsi Riau 
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 tahun 
2010pasal 4, BKKBN Provinsi Riau terdiri dari. 
1.Kepala 
Kepala adalah pemimpin BKKBN. Kepala BKKBN mempunyai tugas 
memimpin BKKBN dalam menjalankan tugas dan fungsi BKKBN. 
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Sektretariat utama adalah unsur pembantu pemimpin yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN. sekretariat utama dipimpin oleh 
sekretaris utama. 
Sekretariat utama mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan 
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepadaseluruh unit 
organisasi dilingkungan BKKBN.  
Dalam melaksanakan tugasnya, sekretariat utama menyelenggara-kanfungsi.  
a.Koordinasi kegiatan di lingkungan BKKBN. 
b.Koordinasi dan penyusunan rencana dan program di lingkunganBKKBN. 
c.Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketata 
usahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggan, arsip, dan dokumentasi 
di lingkungan BKKBN. 
d.Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama,dan 
dukungan masyarakat. 
e.Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan 
hukum. 
f.Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara. 
g.Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala BKKBN.
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e .Deputi Bidang Pengendalian Penduduk 
Deputi bidang pengendalian penduduk adalah unsur pelaksana sebagian tugas 
dan fungsi BKKBN di bidang pengendalian penduduk yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada kepala BKKBN. Bidang pengendalian penduduk 
meliputi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan,perencanaan kebijakan, dan 
analisis dampak mengenai kependudukan serta kerjasama pendidikan 
kependudukan. 
Deputi bidang pengendalian penduduk dipimpin oleh deputi. Deputi bidang 
pengendalian penduduk mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan 
kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk. 
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Dalam melaksanakan tugasnya, deputi bidang pengendalian penduduk 
menyelenggarakan fungsi: 
a.Perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk. 
b.Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk. 
c.Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang    
pengendalianpenduduk. 
d.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalaian penduduk. 
e.Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pengendalian penduduk. 
f. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi  
Deputi bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi adalah unsur 
pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN dibidang keluarga berencana dan 
kesehatan reproduksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kelapa 
BKKBN. 
Deputi bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dipimpin oleh 
deputi. Deputi bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi mempunyai 
tugas merumuskandan melaksanakan kebijakan teknis dibidang keluarga 
berencana dan kesehatan reproduksi. 
Dalam melaksanakan tugasnya, deputi bidang keluarga berencana  dan 
kesehatan reproduksi menyelenggarakan fungsi : 
a.Perumusan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana dan kesehatan 
reproduksi. 
b.Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang keluarga berencana dan kesehatan 
reproduksi. 
c.Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang keluarga 
berencana dan kesehatan reproduksi. 









g. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga 
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga adalah unsur 
pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di Bidang Keluarga Sejahtera dan 
Pemberdayaan Keluarga yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
kepala BKKBN. Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga meliputi 
upaya pemberian akses informasi,konseling, pembinaan, bimbingan, dan 
pemberian pelayanan dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas dan 
ketahanan keluarga. 
Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluargadipimpin oleh 
Deputi. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga 
mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang 
Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga. 
Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan 
Pemberdayaan Keluarga menyelenggarakan fungsi: 
a.Perumusan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Sejahtera dan 
Pemberdayaan Keluarga. 
b.Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Keluarga Sejahtera dan 
Pemberdayaan Keluarga. 
c.Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang Keluarga 
Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga. 
d.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Keluarga Sejahtera dan 
Pemberdayaan Keluarga. 




h. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi 
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DeputiBidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi adalah unsur 
pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di Bidang Advokasi,Penggerakan, 
dan Informasi yang berada dibawah dan bertanggung jawabkepada kepala 
BKKBN. 
Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasidipimpin 
olehDeputi. Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi mempunyai 
tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di Bidang 
Advokasi,Penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian 
penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluargasejahtera 
dan pemberdayaan keluarga. 
   Dalam melaksanakan tugasnya, Deputi Bidang Advokasi,Penggerakan, 
dan Informasi menyelenggarakan fungsi: 
a.Perumusan kebijakan teknis dibidang advokasi dan penggerakan   
sertakomunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, 
keluargaberencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan 
pemberdayaan keluarga. 
b.Pelaksanaan teknis dibidang advokasi dan penggerakan serta 
komunikasi,informasi, dan edukasi pengendalian penduduk, keluarga 
berencana dankesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan 
pemberdayaan keluarga. 
c.Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang advokasi dan 
penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian 
penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga 
sejahtera dan pemberdayaan keluarga. 
d.Pelaksanaan pemantauandan evaluasi dibidang advokasi dan 
penggerakan serta komunikasi, informasi, dan edukasi pengendalian 
penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta 
keluargasejahtera dan pemberdayaan keluarga. 
e.Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang advokasi dan 




penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta keluarga 
sejahtera dan pemberdayaan keluarga.
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i. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan 
Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian, dan pengembangan adalah unsur 
pelaksana sebagaian tugas dan fungsi BKKBN di Bidang Pelatihan, Penelitian, 
dan Pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Kesehatan 
Reproduksi, serta Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga. 
Dalam melaksakan tugasnya, deputi bidang pelatihan, penelitian, dan 
pengembangan menyelenggarakan fungsi: 
a.Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta 
Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, dan Kesehatan Reproduksi, serta Keluarga Sejahtera dan 
Pemberdayaan Keluarga. 
b.Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pendidikan dan Pelatihan serta 
Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, dan Kesehatan Reproduksi, serta Keluarga Sejahtera dan 
Pemberdayaan Keluarga. 
c.Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di Bidang 
Pendidikandan Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan Pengendalian 
Penduduk, Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi, serta 
Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga. 
d.Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di Bidang Pendidikan dan 
Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana, dan Kesehatan Reproduksi, serta Keluarga Sejahtera 
dan Pemberdayaan Keluarga. 
e.Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di Bidang Pendidikan dan 
Pelatihan serta Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk, 
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j. Inspektorat utama 
Inspektorat utama adalah ungsur pengawas yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN. inspektorat utama dipimpin oleh 
inspektur utama. Inspektorat utama mempunyai tugas melaksanakan pengawasan 
internal di lingkungan BKKBN 
Dalam melaksanakan tugasnya, inspektorat utama menyelenggarakan fungsi: 
a.Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan 
BKKBN. 
b.Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan BKKBN terhadap 
kinerjadan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan 
kegiatan pengawasan lainnya. 
c.Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala 
BKKBN. 
d.Penyusun laporan hasil pengawasan di lingkungan BKKBN. 
e.Pelaksanaan administrasi inspektorat utama. 
B. Letak Geografis Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 
Secara geografis letak Perwakilan BKKBN Provinsi Riau di JL. Terubuk No 
1, Pekanbaru.  
 
Gambar 4.1 Letak Geogafis BKKBN Provinsi Riau 
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C. Visi dan Misi Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 
 Visi menjadi Lembaga yang Handal dan Dipercaya dalam Mewujudkan 
Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga Berkualitas. Misi BKKBN Provinsi 
Riau adalah mewujudkan pembangunan berwawasan kependudukan dan 
mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.
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D. Uraian Tugas (Job Description) Bagian/Unit Kerja Tempat 
Pelaksanaan Penelitian 
 Pembagian tugas di Perwakilan BKKBN Prov. Riau mulai dari Bidang 
Sekretariat, Bidang ADPIN (Advokasi, Pergerakan dan Informasi), Bidang 
DALDUK (Pengendalian Penduduk), Bidang LATBANG (Pelatihan dan 
Pengembangan), Bidang KB – KR (Keluarga Berencana dan Kesehatan 
Reproduksi), hingga Bidang KS – PK (Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan 
Keluarga) sesuai dengan masing-masing Subbagian dan stafnya: 
1. Sekretariat 
a. Subbagian Perencanaan 
Tugas Pokok: Melakukan koordinasi, penyusunan rencana program dan 
anggaran di lingkungan Perwakilan BK KBN Provinsi Riau. 
Rincian Tugas : Melakukan Penyiapan bahan rencana program dan anggaran, 
manajemen kinerja, serta analisis dan evaluasi perencanaan. 
Aktifitas 
a) Mengumpulkan data basis perencanaan 
b) Menyiapakan data fisik dan program untuk menyusun rencana kegiatan 
Mengoordinasikan data basis perencanaan. 
c) Menghimpun data untuk usulan rencana program anggaran tahunan 
d) Menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementrian/Lembaga (RKA-KL). 
e) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan konsep Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA), petunjuk teknis, cuplikan, Rencana Kerja 
dan Anggaran Kementrian/Lembaga (RKA-KL) dan AJK. 
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f) Menyusun usulan rencana kegiatan di Subbagian Perencanaan.  
g) Menyusun alokasi jadwal kegiatan di Subbagian Perencanaan. 
h) Menyiapkan bahan revisi kegiatan.62 
b. Subbagian Umum dan Humas 
Tugas Pokok: Melakukan pemberian dukungan administrasi yang meliputi 
ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi, dan hubungan masyarakat. 
Rincian Tugas : 
a) Melakukan pelayanan urusan ketatausahaan aktifitas 
b) Memilah-milah tujuan dokumen tertulis (surat, faksimil, buku, jurnal, 
laporan berkala dan lain-lain) 
c) Mencatatkan dokumen tersebut pada buku penerimaan surat masuk dan 
memberi lembar disposisi untuk disampaikan kepada pihak yang dituju. 
d) Mengoordinasikan staf di lingkungan tata usaha untuk mendistribusikan 
semua dokumen yang telah disampaikan kepada pihak yang dituju sesuai 
disposisi. 
e) Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait yang dituju untuk 
memastikan pendistribusian berjalan baik. 
f) Menyimpan dalam file semua salinan dokumen dari internal BKKBN 
Provinsi/pusat dan instansi lain sesuai klasifikasi berdasarkan sistem 
kearsipan pola baru untuk kepentingan dokumentasi. 
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c. Subbagian Keuangan dan BMN 
Tugas Pokok: Melakukan administrasi keuangan, pengelolaan barang 
milik/kekayaan negara dan sarana program. Rincian Aktifitas Tugas : 
a) Menyiapkan data basis/bahan untuk penyusunan anggaran dan 
pelaksanaan anggaran, pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, Barang 
Milik Negara, dan sarana program. 
b) Mengusulkan sumber daya manusia sebagai pengelola anggaran 
pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, Barang Milik Negara, dan sarana 
program. 
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c) Mensosialisasikan aturan tentang tata cara pengelolaan anggaran, 
pengelolaan perbendaharaan, akuntansi Barang Milik Negara, dan sarana 
program. 
d) Mengevaluasi realisasi anggaran, pengelolaan anggaran, pengelolaan 
perbendaharaan, akuntansi, Barang Milik Negara, dan sarana program 
dan memberi umpan balik kepada user. 
e) Melakukan pembinaan kepada seluruh pengelolaan anggaran, 
pengelolaan perbendaharaan, akuntansi, Barang Milik Negara, dan sarana 
program dan pelaksanaan anggaran tentang administrasi pembvukuan 
baik ditingkat provinsi maupun ke seluruh kabupaten/kota.
64
 
d. Subbagian Kepegawaian dan Hukum 
Tugas Pokok: Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, 
administrasi jabatan fungsional, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, 
serta pengelolaan tatalaksana. Rincian Tugas Aktifitas: 
a) Menyiapakan bahan-bahan untuk pelaksanaan pembahasan masalah 
hukum, pengelolaan organisasi dan ketatalaksanaan program 
Kependudukan dan Keluarga Berencana 
b) Menyiapkan bahan-bahan untuk pelaksanaan masalah-masalah hukum 
yang berkaitan dengan pelaksanaan program Kependudukan dan 
Keluarga Berencana di Provinsi. 
c) Mengolah, memperbarui data dalam rangka menunjang pengelolaan 
administrasi kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional. 
d) Melakukan pertemuan-pertemuan dalam rangka pelaksanaan 
pengelolaaan kepegawaian dan administarsi jabatan fungsional. 
e) Mengusulkan kenaikan pangkat, KGB, pensiun, PAK pegawai yang 
sudah waktunya memperoleh penghargaan tersebut. 
f) Membuat dan melengkapi data pegawai yang akan naik pangkat, KGB, 
pensiun, dan PAK. 
g) Melakukan pembinaan Tim PAK Kabupaten dan Kota. 
h) Melakukan penilaian Tim PAK bagi PKB Golongan IV. 
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i) Membuat PAK dari hasil penilaian angka kredit PKB Golongan IV. 
j) Melakukan pemantauan dan telaahan masalah-masalah dalam 
pelaksanaan penelaahan hukum. Perundang-undangan dan 
ketatalaksanaan. 
k) Melaksanakan kehumasan di tingkat Provinsi.65 
e. Subbagian Administrasi Pengawasan 
Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan koordinasi penyusunan rencana 
dan program kerja pengawasan Rincian Tugas: 
1. Mengumpulkan bahan untuk penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian 
Administrasi Pengawasan. 
2. Mengumpulkan bahan-bahan untuk penyusunan kebijakan operasional di 
bidang pengelolaan tata usaha pengawasan. 
3. Mengumpulkan bahan-bahan untuk penyusunan program, kegiatan dan 
anggaran di subbagian administrasi pengawasan. 
4. Mengumpulkan bahan-bahan untuk pengawasan/pemeriksaan Tim 
pemeriksa BKKBN Pusat meliputi pengawasan program, ketenagaan dan 
keuangan perbekalan. 
5. Menghimpun informasi dan masukan-masukan lainnya dari berbagai 
pihak. 
6. Menyampaikan seluruh bahan yang terkumpul kepada pimpinan.66 
2. Bidang ADPIN (Advokasi, Penggerakan dan Informasi) 
Tugas Pokok: Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan 
fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, penggerakan, dan informasi. 
a. Subbidang Advokasi dan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) 
Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan 
fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, 
serta pemantauan dan evaluasi di bidang advokasi, komunikasi, informasi, dan 
edukasi. 
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b. Subbidang HUBALILA (Hubungan Antar Lembaga dan Bina Lini 
Lapangan) 
Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan 
fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, kriteria, serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang hubungan antar lembaga dan bina lini 
lapangan, serta penyiapan fasilitasi pembentukan Badan Kependudukan dan 
Keluarga Berencana Daerah. 
c. Subbidang DATIN (Data dan Informasi) 
Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan 
fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang datta dan informasi.  
3. Bidang DALDUK (Pengendalian Penduduk) 
Tugas Pokok: Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan 
fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk. 
a. Subbidang Penyusunan Parameter Pengendalian Penduduk 
Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan 
fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang penyusunan parameter pengendalian 
penduduk. 
b. Subbidang Kerja Sama Pendidikan Kependudukan  
Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan 
fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang kerjasama pendidikan kependudukan. 
c. Subbidang Analisis Dampak Kependudukan 
Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan 
fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 
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4. Bidang LATBANG (Pelatihan dan Pengembangan) 
Tugas Pokok: Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan 
pengembangan. 
a. Subbidang Tata Operasional 
Tugas Pokok: Melakukan pelayanan operasional penyelenggaraan 
pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan. 
b. Subbidang Program dan Kerja Sama 
Tugas Pokok: Melakukan penyusunan program dan kerja sama pendidikan, 
pelatihan, dan penelitian serta pengembangan program pengendalian penduduk, 
keluarga berencana, kesehatan reproduksi, serta keluarga sejahtera dan 
pemberdayaan keluarga. 
c. Subbidang Penyelenggaraan dan Evaluasi  
Tugas Pokok: Melakukan penyiapan penyelenggaraan dan evaluasi serta 
penyusunan laporan pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan 
program pengendalian penduduk, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi 
serta keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga. 
5. Bidang KB – KR (Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi) 
Tugas Pokok: Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan 
fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur dan kriteria serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. 
a. Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Pemerintah dan Swasta 
Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan 
fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, 
serta pemantauan dan evaluasi dibidang pembinaan kesertaan keluarga berencana 
jalur pemerintah dan swasta. 
b. Subbidang Bina Kesertaan KB Jalur Wilayah dan Sasaran Khusus 
Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan 
fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang pembinbaaan kesertaan keluarga berencan 




c. Subbidang Kesehatan Reproduksi (KESPRO) 
Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pemnbimbingan dan 
fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan reproduksi.
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6. Bidang KS – PK (Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga) 
Tugas Pokok: Melaksanakan penyiapan pembinaan, pembimbingan, dan 
fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang keluarga sejahtera dan pemberdayaan 
keluarga. 
a. Subbidang Bina Keluarga Balita, Anak, dan Ketahanan Keluarga Lanjut 
Usia  
Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan 
fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, 
serta pemnatauan dan evaluasi di bidang pembinaan keluarga balita dan anak, 
serta ketahanan keluarga lanjut usia. 
b. Subbidang Bina Ketahanan Remaja  
Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan, dan 
fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria serta 
pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan ketahanan remaja. 
c. Subbidang Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 
Tugas Pokok: Melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan 
fasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, 
serta pemantauan dan evaluasi di bidang pemberdayaan ekonomi keluarga. 
E. Struktur Organisasi Unit Kerja BKKBN Provinsi Riau 
Kepala      : Drs. Agus P Proklamasi, MM 
Sekretaris     :  
Sub Bagian Perencanaan    : Rabiah Mayang Sari, S.Psi 
Sub Bagian Umum & Humas   : Mery Ellya, SH 
Sub Bagian Keuangan & BMN  : Arselan Syarif, SE 
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Sub Bagian Kepegawaian & Hukum  : Ratih Nur Rahmadani, S.Farm. Apt 
Sub Bagian Adm Pengawasan     : Ermawati, S.Sos 
 
a. Kabid DALDUK      : Supriyadi,S.pd, M.Sc 
a) Sub Bid Penetapan Parameter Kependudukan  :  
b) Sub Bid Kerjasama Pendidikan Kependudukan  : dr. Yusmala Dewi 
b. Kabid KB/KR      : Dra. Sri Wahyuni, M.Si 
a) Sub Bid.Bina KB Pemerintah&Swasta   : Toyib Baldi Purba, SH 
b) Sub Bid.Bina KB Wilayah & Sasaran Khusus  : Rudi Salman, S.Sos 
c) Sub Bid.Kesehatan Reproduksi   : Hj.Meldawati Rusli, SE 
c. Kabid KS/PK      : Yasni, S.IP 
a) Sub Bid.Bina balita,anak&lansia   : Tresnawati, S.Sos 
b) Sub Bid.Ketahanan Remaja    : Ermayani, SE 
c) Sub Bid.Pemberdayaan Ekonomi Keluarga  : Dasril, SE 
d. Kabid ADPIN      : H. Said Masri, SH, M.Si 
a) Sub.Bid Data & Informasi    : Nurhamzals, SH 
b) Sub.Bid Advokasi dan KIE    : Irwanto. SKom 
e. Kabid LATBANG     : Drs. Jumadi R 
a) Sub Bidang Tata Operasional    : Hidayati, SE 
b) Sub Bid.Prog & Kerjasama    : Hazni Chairina, SE 
c) Sub Bid.Penyelenggaraan & Evaluasi   : Sri Endang Purwani, BA 
f. Widyaiswara Madya     : Drs.Armel Ozsa, M.Sc 
g. Widyaiswara Pertama     :Bubung Bunyamin, S.pd.i 
h. Widyaiswara Pertama     : Remon Hendra, S.Sos 
i. Pustakawan      : Supratman 
j. Arsiparis      : Elmaweni 
k. Auditor       : M. Mulia Darma, SE 
l. Auditor       :  
 
Pusyanra 
a. Ketua  : HelmiYardi, S.Pd 
b. Administrasi  : Intan Fandin,SKM 
c. Konselor KB-KR 
a) Koordinator  : dr. Alti Idah Anugrah 




d. Konselor Ketahanan Remaja   
a) Koordinator  : Drs. H. Mukhlisin, MR, M.Si 
b) Seksi Pembina BKB : Malaysiana, S.Ip 
c) Seksi Pembina BKR : Donni Irawan BA 
d) Seksi Pembina BKR : Herda, S.Pd 
e) Seksi Pembina BKR : Suci Mulya Prima, Ssi, M.Si 
f) Seksi Pembina BKR : Sri Rejeki 
e. Konselor Psikologi  
a) Koordinator  : Dra. Indriani, M.Pd. Kons 
b) Anggota  : Siska Mardes, M.Pd, Kons 
c) Anggota  : DinaFebriani, S.Psi.69 
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KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan penelitian dan temuan penulis pada Bab sebelumnya 
mengenai peran humas BKKBN Provinsi Riau dalam mensosialisasikan program 
Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga, maka penulis 
menyimpulkan bahwa dari empat bagian teoir peran diatas Humas BKKBN 
Provinsi Riau Dalam Mensosialisasikan Program KKBPK hanya menggunakan 
Peran sebagai Teknisi Komunikasi (Communication Technician). Peran teknisi 
komunikasi ini menjadikan praktisi humas sebagai journalist in resident yang 
hanya menyediakan layanan teknis komunikasi atau dikenal dengan methode of 
communication in organization.  
Dalam perannya sebagai teknisi komunikasi, humas BKKBN Provinsi Riau 
tidak hanya melakukan komunikasi dua arah dengan publiknya, tetapi juga ikut 
terjun langsung ke lapangan sebagai wartawan untuk kegiatan-kegiatan internal 
yang diadakan instansi. 
 
B. Saran 
Setelah penulis melakukan penelitian terhadap peran praktisi humas dalam 
meningkatkan kesuksesan mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga 
Berencana Pembangunan Keluarga Berbasis Keluarga BKKBN Provinsi Riau, 
sebagai masukan serta menambah referensi program kerja dalam meningkatkan 
kesuksesan mensosialisasikan program Kependudukan Keluarga Berencana, maka 
ada beberapa saran yang mungkin berguna, antara lain:  
1. Sehubungan dengan usaha membina hubungan publik, praktisi humas juga 
sebaiknya lebih mambangun dan membina hubungan dengan media, seperti 
melakukan media visit, atau konferensi pers dengan media sehubungan 
dengan adanya kegiatan, program, ataupun layanan-layanan baru yang 





2. Menambah sumber daya manusia di bidang humas. Kurangnya SDM yang 
menjadi staf humas kadang menjadikan program atau kegiatan yang 
dilakukan menjadi kurang efektif.  
3. Hendaknya humas BKKBN Provinsi Riau menjaga pencapaian-pencapaian 
prestasi yang telah diraih yaitu image yang cukup baik dikalangan masyarkat.  
4. Memperbaiki sistem peraturan yang telah di buat, tegas kepada anggota agar 
dapat lebih menerapkan etika yang sudah berjalan dengan baik di 
pemerintahan agar kesuksesan mensosialisasikan program Kependudukan 
Keluarga Berencana lebih baik lagi di kalangan masyarakat.  
5. Meningkatkan lagi dalam pelayanan dan peran humas BKKBN Provinsi Riau 
agar menjadi lebih baik.  
6. Sedangkan masukan untuk saya sendiri sebagai peneliti ialah dengan adanya 
penelitian skripsi ini dapat menambah pengalaman bagi peneliti dalam 
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“PERAN HUMAS BKKBN PROVINSI RIAU DALAM 
MENSOSIALISASIKAN PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA 
BERENCANA DAN PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK)” 
 
1. Penasihat Ahli (Expert Prescriber) 
a. Bagaimana peran humas BKKBN sebagai penasihat ahli dalam 
mensosialisasikan program KKBPK? 
b. Sebagai penasehat ahli bagaimana strategi humas dalam memberikan 
pemahaman terkait program KKBPK kepada masyarakat? 
c. Bagaimana humas BKKBN Provinsi Riau membantu memberikan 
masukan dan pemikiran kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi 
Riau dalam mensosialisaikan program KKBPK? 
d. Apa saja yang dilakukan humas dalam program Kependudukan Keluarga 
Berencana Pembangunan Keluarga? 
e. Bagaimana komunikasi yang dilakukan humas BKKBN Provinsi Riau 
dalam program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan 
Keluarga? 
f. Bagaimana bentuk penugasan pegawai dalam mensosialisasikan program 
KKBPK? 
2. Fasilitator Komunikasi (Communication Facilitator) 
a. Bagaimana humas menyelaraskan kepentingan instansi dengan 
kepentingan kebutuhan publik? 
b. Bagaimana peran humas BKKBN sebagai fasilitator komunikasi dalam        
mensosialisasikan program KKBPK? 
c. Saluran komunikasi apa yang dipilih untuk menyebarluaskan atau 
menyampaikan pesan kepada khalayak sasaran program Kependudukan 
Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga? 






3. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem Solving Process 
Facilitator) 
a. Langkah apa yang humas lakukan untuk menangani apabila terdapat isu 
isu yang dapat mencemarkan citra positif program? 
b. Bagaimana cara humas BKKBN Provinsi Riau mengatasi persoalan atau 
krisis dalam mensosialisaikan setiap programnya? 
c. Adakah strategi humas dalam mengembangkan program KKBPK? 
d. Bagaimana jika terjadi masalah dalam pelaksanaan tugas pegawai dalam 
mensosialisasikan program KKBPK? 
4. Teknisi Komunikasi (Communication Technician) 
a. Bagaimana peran humas sebagai teknisi komunikasi di BKKBN ini? 
b. Bagaimana cara humas dalam menjaga hubungan  baik dengan pegawai 
BKKBN Provinsi Riau? 
c. Apa faktor pendukung dan penghambat kinerja humas BKKBN dalam 
Mensosialisasikan program tersebut? 









Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 
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